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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Llk

الرحيم    الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu  pada tingkat  pertama dalam sidang  majelis  telah  menjatuhkan

putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat,  umur  37 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SD,

pekerjaan  Pedagang,  bertempat  tinggal  di

Kabupaten  Bolaang  Mongondow, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur  33 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Karyawan  Swasta, bertempat  tinggal  di

Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  alat  bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  berdasarkan  surat  gugatannya  tertanggal  23

November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Lolak,  dalam  register  Nomor  427/Pdt.G/2020/PA.Llk.  tanggal  23

November 2020  mengajukan  hal-hal  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  melangsungkan

perkawinan pada hari Minggu, tanggal  15 Juni 2008 Masehi  yang

telah  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan

Kauditan,  Kabupaten  Minahasa  Utara,  Provinsi  Sulawesi  Utara,
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sebagaimana  Duplikat  Kutipan  Akta Nikah  Nomor  :

xxxx/PW.01/07/2020 tanggal  13  Juli  2020  dengan  Kutipan  Akta

Nikah Asli Nomor : 39/04/VI/2008

2. Bahwa  setelah  menikah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di rumah kakak Penggugat di Kecamatan Kema, Kabupaten

Minahasa  Utara,  kemudian  pindah  dan  tinggal  di  Lingkungan  VI,

Kelurahan Inobonto I sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak yang masing-masing bernama;

- Anak I, Laki-laki, umur 12 tahun; 

- Anak II, perempuan, umur 8 tahun; 

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa  rumah tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  semula

berjalan  rukun  dan  harmonis  akan  tetapi  sejak  bulan  Juni  2008

antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan hubungan

rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  menjadi  tidak

harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada

dasarnya disebabkan;

- Tergugat memiliki wanita idaman lain;

- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pada  tanggal  29  Desember  2019  Tergugat  pergi  dari  rumah

meninggalkan  Penggugat.  Karena  Tergugat  sudah  tidak  ingin

bersama  dengan  Penggugat.  Sehingga  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah tidak pernah tinggal  bersama lagi  sampai  dengan

sekarang  sudah  kurang  lebih  11  (sebelas)  bulan  lamanya  tanpa

saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
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7. Bahwa dengan kejadian tersebut,  rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat  sudah  sulit  dibina  dengan  baik,  sehingga  tujuan

perkawinan  untuk  membentuk  suatu  rumah tangga  yang  sakinah,

mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu

perkawinan  tidak  dapat  terwujud,  sehingga  perceraian  merupakan

alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalah

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa  penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  sesuai

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil  dan alasan-alasan tersebut di  atas,  maka dengan ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis

Hakim  untuk  dapat  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan pernikahan Penggugat   dengan Tergugat  putus  karena

perceraian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap  sendiri  di  muka  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak

datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang sah,  meskipun telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,  dan tidak

ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan

yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar

dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi

tidak berhasil;
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Bahwa,  selanjutnya  persidangan  dilaksanankan  secara  tertutup

untuk umum, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat

permohonan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa :

A. Surat

Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  xxxx/PW.01/07/2020

tanggal  13  Juli  2020  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Asli  Nomor  :

39/04/VI/2008, yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Kauditan, Kabupaten  Minahasa Utara,  Provinsi  Sulawesi

Utara, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi :

1. Saksi  1umur 38 tahun,  agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, di

bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat  karena saksi adalah kakak

ipar Penggugat;

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  yang sah dan

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak I anak laki-

laki  yang  berumur  12  tahun  dan  anak  II  anak  perempuan  yang

berumur  8  tahun,  kedua  anak  tersebut  saat  ini  berada  dalam

asuhan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

kakak Penggugat di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara,

kemudian pindah dan tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan Inobonto

I, Kabupaten Bolaang Mongondow sampai terjadi perpisahan;

- Bahwa  saksi  mengetahui  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  awalnya rukun  dan  harmonis,  namun sejak  bulan  Juni
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2008  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus;

- Bahwa  saksi  mengetahui  penyebab  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat adalah karena  Tergugat memiliki  wanita

idaman  lain  dan  Tergugat  pernah  melakukan  kekerasan  kepada

Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  puncak  perselisihan  Penggugat  dan

Tergugat terjadi  pada bulan Desember 2019,  Tergugat  pergi  dari

rumah meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi  melihat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

- Bahwa saksi  mengetahui  selama berpisah  tidak  ada  komunikasi

antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula ada nafkah untuk

Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan aparat desa setempat telah

menasihati  Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat,

namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan karena

Penggugat berpendirian tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2,  umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Petani,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  di

bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik saksi;

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  yang sah dan

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak I anak laki-

laki  yang  berumur  12  tahun  dan  anak  II  anak  perempuan  yang

berumur  8  tahun,  kedua  anak  tersebut  saat  ini  berada  dalam

asuhan Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

kakak Penggugat di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara,

kemudian pindah dan tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan Inobonto

I, Kabupaten Bolaang Mongondow sampai terjadi perpisahan;

- Bahwa  saksi  mengetahui  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  awalnya rukun  dan  harmonis,  namun sejak  bulan  Juni

2008  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus;

- Bahwa  saksi  mengetahui  penyebab  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat adalah karena  Tergugat memiliki  wanita

idaman  lain  dan  Tergugat  pernah  melakukan  kekerasan  kepada

Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  puncak  perselisihan  Penggugat  dan

Tergugat terjadi  pada bulan Desember 2019,  Tergugat  pergi  dari

rumah meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi  melihat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

- Bahwa saksi  mengetahui  selama berpisah  tidak  ada  komunikasi

antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula ada nafkah untuk

Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan aparat desa setempat telah

menasihati  Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat,

namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan karena

Penggugat berpendirian tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa,  Penggugat  menyatakan  tidak  akan  mengajukan  sesuatu

apapun  lagi,  selanjutnya  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  di

persidangan  yang  pada  pokoknya  permohonan  Penggugat  beralasan

hukum  dan  mohon  agar  Majelis  segera  menjatuhkan  putusan  dengan

mengabulkan permohonan Penggugat;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini,  maka semua hal

yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil  secara resmi dan patut sehingga

proses  mediasi  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dinyatakan tidak

dapat dilaksanakan; 

 Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  memberikan

nasihat  kepada  Penggugat  pada  setiap  persidangan  secara  maksimal

agar Penggugat bersabar dan rukun kembali  dengan Tergugat,  namun

tidak berhasil,  karenanya ketentuan Pasal  154 R.Bg.  ayat  (1)  jo.

Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di

persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain

untuk  menghadap  ke  persidangan  sebagai  wakil  dan  atau  kuasanya

meskipun Pengadilan Agama Lolak telah memanggilnya secara resmi dan

patut,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.  jo.  Pasal  26

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus

dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan  Penggugat  dapat  diputus  dengan

Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah

bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis

karena  sering  berselisih  dan  bertengkar  dan  keduanya  sudah  tidak

berkomunikasi serta telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat

mohon  untuk  dijatuhkan  talak  satu  bain  sugra  Tergugat   terhadap
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Penggugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1 (Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah)

merupakan akta otentik, telah  bermaterai dan cocok dengan aslinya, isi

bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah

melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juni 2008, tercatat di Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Kauditan,  Kabupaten  Minahasa  Utara,

Propinsi Sulawesi Utara, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan

hukum (legal standing) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang,  bahwa keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  merupakan

fakta  yang  diketahui  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus

dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  Penggugat tersebut

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  maka

berdasarkan  ketentuan  Pasal  309  R.Bg,  keterangan  tersebut  dapat

dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P dan  keterangan  saksi-

saksi, terbukti fakta hukum antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat

merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni

2008 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  Kauditan,

Kabupaten  Minahasa  Utara,  Provinsi  Sulawesi  Utara dan  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;
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2. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  rukun  dan

harmonis lagi karena sering bertengkar;

3. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  mengakibatkan

antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal  kurang

lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;

4. Bahwa  setelah  berpisah  antara  Penggugat  dan  Tergugat sudah

tidak ada komunikasi yang baik lagi;

5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun

oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat;

menyatakan  tetap  dengan  gugatannya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat

Menimbang,  bahwa  dengan  telah  terjadi  pertengkaran  antara

Penggugat dengan Tergugat bahkan telah terjadinya perpisahan tempat

tinggal  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  dihubungkan  dengan  sikap

Penggugat  yang tetap  ingin  diceraikan dari  Tergugat,  tidak  berhasilnya

upaya  untuk  mendamaikan  yang  dilakukan  keluarga,  tidak  berhasilnya

penasihatan  yang  dilakukan  Majelis  Hakim,  ketidakhadiran  Tergugat

dalam setiap persidangan, hal  tersebut menunjukkan antara Penggugat

dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali dalam sebuah rumah

tangga; 

Menimbang,  Majelis Hakim mengambil  kesimpulan bahwa antara

Penggugat  dan  Tergugat  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  telah  terbukti

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pecah,  tidak  ada  rasa  saling

mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

sebagaimana dimaksud pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga
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yang  sakinah,  mawaddah  dan  rohmah  sebagaimana  dimaksud  dalam

surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang,  bahwa  rumah  tangga  mereka sudah  sampai  pada

suatu  keadaan  yang apabila  perkawinan  dipaksakan  untuk  diteruskan

justru  akan berdampak negatif  bagi keduanya  dan membawa mafsadah

yang lebih besar dari pada maslahatnya,  oleh karena itu menyelamatkan

mereka  dari  keadaan  tersebut  melalui  perceraian  merupakan  tindakan

yang  lebih  baik  dan  maslahat  bagi  keduanya  daripada  tetap

mempertahankan  perkawinan, sesuai  Hadits  Nabi  SAW  riwayat  Imam

Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II  halaman

203 yang berbunyi:

ولضرار  لضرر

Artinya:  Tidak  boleh  membahayakan  diri  sendiri dan  tidak  boleh  pula

membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-

Nadhoir  halaman  62  yang selanjutnya  diambil  alih  sebagai  pendapat

Majelis Hakim sebagai berikut:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya  :  “Menolak  kemafsadatan  harus  didahulukan  dari  pada

menarik kemaslahatan”.

Menimbang,  bahwa  di  samping  itu  keadaan  sebagaimana  fakta

hukum  pada  angka  2  dan  angka  3  bila  tidak  segera  diselesaikan,

berpotensi  menimbulkan  pelanggaran  pasal  5  dan  pasal  9  ayat  (1)

Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam  Rumah  Tangga  karena  setiap   orang   dilarang   melakukan

kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang  dalam  lingkup  rumah

tangganya,   dengan cara:  kekerasan fisik,  kekerasan psikis,  kekerasan

seksual, atau penelantaran rumah tangga;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  majelis

hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  untuk  bercerai  dengan

Tergugat,  dengan  alasan  sebagaimana  dikemukakan  dalam  surat

Penggugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut

telah terbukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  alasan-alasan

perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  atau  setidak-tidaknya  gugatan  Penggugat

untuk  bercerai  dengan  Tergugat  telah  memiliki  cukup  alasan,  maka

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  perceraian  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan

Agama Lolak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Pasal  119  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  bekas  istri  (Penggugat)

meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya

(Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;  

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, 

meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan 

Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus 

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide 

Pasal 149 RBg);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  89  ayat  1

Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009  tentang  perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  maka

Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

  Mengingat  dan  memperhatikan  segala  ketentuan  perundang-

undangan  serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I
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1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan,  tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  terhadap Penggugat ;

4. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara  sejumlah

Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian  diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari

Selasa, tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23

Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. oleh kami H. Mohamad Adam, S.H.I.,  sebagai

Ketua Majelis,  Roiha Mahmudah, S.H.I. dan  Alfian Muhammady, S.Sy.,

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi  oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti

Aisa  Halidu,  S.H., sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Ketua Majelis,

H. Mohamad Adam, S.H.I..
Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Hakim Anggota,

       Alfian Muhammady, S.Sy. 

Panitera Pengganti,

                                      Sitti Aisa Halidu, S.H.

Perincian biaya :
  1.  Pendaftaran Rp30.000,00 
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  2.  Proses Rp50.000,00  

  3.  Panggilan Penggugat Rp95.000,00  

  4.  Panggilan Tergugat Rp190.000,00

  5.  PNBP akta panggilan Rp20.000,00

  6.  Redaksi Rp10.000,00  

  7.  Meterai Rp6.000,00  

   Jumlah Rp401.000,00  

        (empat ratus satu ribu rupiah)
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